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ABSTRAK : - Bahwa dalam APBN Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam UU 47 Tahun 2009
sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010, telah dialokasikan anggaran untuk
pemberian pinjaman dengan persyaratan lunak oleh Pemerintah kepada PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero), yang pelaksanaan pemberiannya dilaksanakan melalui
penugasan kepada Pusat Investasi Pemerintah, agar pelaksanaan penyediaan dan
pencairan anggaran pemberian pinjaman dengan persyaratan lunak kepada PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) tersebut dapat berjalan secara tertib, terkendali,
efektif, dan efisien, dipandang perlu mengatur mekanisme penyediaan dan pencairan
anggaran dimaksud.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No0.4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004
No0.4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.66, TLN No.4400), UU 47 Tahun 2009 (LN
Tahun 2009 No.156, TLN NO.5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN
Tahun 2010 No.69 TLN No.5132), PP 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.14, TLN No.4812),
Keppres R1 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.73, TLN No.4212), Keppres RI 56/P Tahun 2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemerintah memberikan pinjaman dengan persyaratan lunak kepada PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) sebesar Rp7.500.000.000.000 (tujuh triliun lima ratus miliar
rupiah) yang bersumber dari alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2010. Dalam rangka memberikan pinjaman dengan persyaratan lunak
kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah memberikan penugasan kepada PIP untuk melaksanakan pemberian
pinjaman. Menteri Keuangan adalah Pengguna Anggaran atas anggaran yang
dialokasikan untuk pemberian pinjaman dengan persyaratan lunak kepada PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui PIP. Pencairan anggaran yang dialokasikan
untuk pemberian pinjaman dengan persyaratan lunak kepada PT Perusahaan Listrik
Negara (Persero) melalui PIP dari Rekening Kas Negara ke RIDI dilakukan dalam satu kali
penarikan sekaligus. PIP menyampaikan permohonan pencairan anggaran yang
dialokasikan untuk pemberian pinjaman dengan persyaratan lunak kepada PT
Perusahaan Listrik Negara (Persero) kepada KPA. KPA bertanggung jawab atas pencairan
anggaran yang dialokasikan untuk pemberian pinjaman dengan persyaratan lunak
kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melalui PIP dari Rekening Kas Negara ke
RIDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. KPA menyelenggarakan akuntansi dan
pelaporan terkait dengan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Desember 2010.

- Lampiran halaman 1.



